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 Besaran penerimaan pajak di suatu wilayah sangat ditentukan oleh jumlah 
penduduk. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong sebagai unit 
pelayanan pajak yang melayani banyak kecamatan di Kabupaten Bogor 
mencatat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di sana tidak 
sebanding dengan total SPT Tahunan yang terlapor, mengartikan bahwa 
rasio kepatuhan pajak yang rendah serta kontribusi terhadap penerimaan 
pajak yang kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif 
melalui metode analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara kepada fiskus di KPP Pratama Cibinong, dan 
penyebaran kuesioner dengan skala Guttman kepada Wajib Pajak Orang 
Pribadi terdaftar di wilayah KPP Pratama Cibinong. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kondisi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 
KPP Pratama Cibinong masih memerlukan upaya pembinaan dan 
peningkatan secara berkelanjutan. Penerapan strategi yang tepat dengan 
mengoptimalkan peluang dari tingginya kesadaran dan pemahaman Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang diarahkan pada optimalisasi kualitas pelayanan, 
edukasi dan penyuluhan perpajakan, pemanfaatan media digital, serta 
penyusunan metode sosialisasi yang lebih efektif sesuai dengan 
karakteristik Wajib Pajak dapat dilakukan agar kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi dapat terus ditingkatkan. 
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The amount of tax revenue in a region is largely determined by its 
population. In Indonesia, Bogor Regency is the region with the largest 
population and a diverse economic structure, indicating a high number of 
individual taxpayers who should form the basis for substantial personal 
income tax revenue. The objective of this study is to analyze appropriate 
strategies to improve individual taxpayer compliance at the Cibinong 
Primary Tax Office. This study employs a qualitative approach supported 
by quantitative data using the SWOT analysis method. Data collection was 
conducted through observation, interviews with tax officials at the 
Cibinong Primary Tax Office, and the distribution of a Guttman-scale 
questionnaire to individual taxpayers registered in the Cibinong Primary 
Tax Office’s jurisdiction. The results indicate that the compliance status 
of individual taxpayers at the Cibinong Primary Tax Office still requires 
ongoing guidance and improvement efforts. Implementing the right 
strategies by capitalizing on the high level of awareness and 
understanding among individual taxpayers with a focus on optimizing 
service quality, tax education and outreach, leveraging digital media, and 
developing more effective outreach methods tailored to taxpayers’ 
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characteristics can help continue to improve compliance among 
individual taxpayers. 

This is an open access article under the CC BY license 

 
 
Corresponding Author: 
Reza Ayu Lestari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta 
Jakarta, Indonesia 
Email: rezaayulestr12@gmail.com 
 

 

1.  PENDAHULUAN 
Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan 

pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang berkontribusi besar 
dalam penerimaan negara dan pemerintah dituntut untuk mengelola pendapatan tersebut secara 
bijaksana [1]. Penerimaan pajak berasal dari iuran yang wajib diberikan oleh seluruh lapisan masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [2]. Berdasarkan informasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara [3], pendapatan dari sektor perpajakan mencapai Rp2.490 triliun dari 
total penerimaan negara sebesar Rp3.005 triliun. Meskipun demikian, tingginya nominal tersebut belum 
sepenuhnya mencerminkan optimalnya kinerja perpajakan di Indonesia. Kementerian Keuangan 
menyampaikan bahwa rasio pajak (tax ratio) Indonesia mengalami tren penurunan dari tahun 2023 
sebesar 10,31% menjadi 10,08% di tahun 2024, dan kembali turun menjadi 9,31% di tahun 2025 [4]. 
Angka tersebut menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih belum ideal menurut standar 
internasional, yaitu 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan bahkan tertinggal dari rata-rata negara 
di kawasan ASEAN [5]. 

Berdasarkan teori perpajakan Musgrave dalam Lumy et al. [6] mengatakan bahwa besaran 
penerimaan pajak di suatu wilayah sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dapat dikatakan 
bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut data Kementerian 
Dalam Negeri per semester I-2024, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penduduk tertinggi secara 
nasional dengan total 50,49 juta jiwa dan Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan populasi terbesar di 
Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 6 juta jiwa [7]. Selain itu, struktur ekonomi Kabupaten 
Bogor yang beragam dengan dominasi sektor industri dan perdagangan mengindikasikan tingginya 
jumlah WPOP yang seharusnya menjadi basis penerimaan PPh Orang Pribadi yang substansial. KPP 
Pratama Cibinong sebagai unit pelayanan pajak yang melayani banyak kecamatan di Kabupaten Bogor 
mencatat jumlah WPOP terdaftar mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dan pada 
tahun 2023 totalnya mencapai 622.104 WPOP. Namun, jika dilihat dari SPT Tahunan terlapor pada 
tahun yang sama, jumlahnya hanya sebanyak 5.366 yang mengartikan bahwa rasio kepatuhan pajak 
masih tergolong rendah yaitu hanya sebesar 0,86% [8]. Dalam Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 KPP 
Pratama Cibinong secara eksplisit menyatakan perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk 
mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal sebagai isu strategis utama yang dihadapi. 

Rendahnya kontribusi WPOP di KPP Pratama Cibinong terhadap penerimaan pajak dapat dilihat 
dari tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penyelenggaraan pajak di Indonesia 
menganut sistem self-assessment, yaitu pemerintah memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh 
kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Namun, penerapan sistem ini dapat memberikan celah kepatuhan bagi wajib pajak yang memiliki 
keterbatasan pemahaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Barat III, jumlah 
WPOP terdaftar di KPP Pratama Cibinong mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, 
namun tidak sebanding dengan jumlah SPT WPOP yang terlapor. Jumlah WPOP terdaftar di KPP 
Pratama Cibinong mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 622.104 dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya sebesar 584.160. Peningkatan ini seharusnya sebanding dengan jumlah SPT yang terlapor, 
namun dari data yang disajikan di tahun 2023 jumlah SPT WPOP terlapor hanya sebesar 5.366, 
meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5.004, tetapi secara keseluruhan dari tahun 2018 SPT yang 
terlapor sangat fluktuatif dengan rasio persentase yang bahkan tidak mencapai 3% [8]. Permasalahan 
kepatuhan ini tidak hanya terjadi pada aspek pendaftaran dan pelaporan, melainkan mencakup aspek 
lainnya. Pada aspek perhitungan, terdapat WPOP dengan hasil SPT Kurang Bayar yang salah satunya 
dikarenakan pemberlakuan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sehingga menimbulkan kebingungan 
di kalangan wajib pajak [9]. Pada aspek penyetoran, masih terdapat permasalahan terkait WPOP yang 
tidak membayar pajak tepat waktu, khususnya bagi WPOP yang memiliki penghasilan dari lebih dari 
satu pemberi kerja. 

Berbagai penelitian terdahulu terkait kepatuhan WPOP pada umumnya menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan fokus pengujian hubungan antar variabel. Variabel yang diuji meliputi literasi pajak, 
kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan fiskus. Salah satu hasil studi membuktikan 
bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial 
maupun simultan [10]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, self-assessment, 
dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun tidak 
menyentuh aspek perumusan strategi peningkatan pajak [11]. Selain itu, Laksono et al. [12] 
menghasilkan rumusan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak menggunakan analisis SWOT, 
namun penelitian ini berfokus pada kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak. Berdasarkan hasil 
dari penelitian terdahulu ini, terlihat adanya kesenjangan penelitian sehingga perlu dilakukan 
pendekatan yang lebih mendalam untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [13], menyatakan bahwa 
diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih dalam alasan dari 
kepatuhan wajib pajak dan membantu dalam menyusun kebijakan atau program yang lebih tepat sasaran. 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan 
mengingat kepatuhan perpajakan WPOP di KPP Pratama Cibinong yang masih perlu ditingkatkan di 
tengah besarnya potensi penerimaan pajak dari segmen tersebut. Jika tidak diatasi, hal ini tidak hanya 
berdampak pada penerimaan negara yang menjadi kurang optimal, tetapi juga menghambat 
keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai respons 
terhadap kebutuhan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus melalui metode analisis 
SWOT yang mengintegrasikan faktor internal dan eksternal, penelitian ini akan mengidentifikasi secara 
komprehensif berbagai permasalahan kepatuhan pajak yang terjadi di KPP Pratama Cibinong dengan 
perspektif petugas pajak dan WPOP yang mencakup aspek pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan 
pelaporan. Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi strategi yang konkret, terukur, dan 
implementatif melalui metode SWOT, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata baik 
secara akademik maupun praktis demi mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Cibinong secara sistematis dan berkelanjutan. 
 
2.   METODE 
2.1  Tempat dan Desain Penelitian 
  Menurut Sugiyono [14], lokasi penelitian adalah tempat di mana suatu fenomena atau situasi 
sosial yang diteliti berlangsung, misalnya seperti sekolah, perusahaan, lembaga pemerintah, atau tempat 
lain yang relevan dengan objek kajian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
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Pratama Cibinong, yang beralamat di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Jalan Aman No. 
1, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPP Pratama Cibinong akan menjadi objek 
penelitian di mana peneliti akan melaksanakan pengumpulan dan pemenuhan seluruh kebutuhan data 
penelitian. KPP Pratama Cibinong dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan unit pelayanan 
pajak yang secara langsung melayani banyak kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor dengan jumlah 
WPOP terdaftar yang sangat besar, namun tingkat kepatuhan aktualnya yang masih belum optimal 
sebagaimana tercermin dari data dan literatur penelitian terdahulu. Konsep waktu penelitian umumnya 
merujuk pada rentang waktu pelaksanaan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan 
berlangsung selama kurang lebih enam bulan, dimulai dari tahap persiapan dan pengajuan izin 
penelitian, pengumpulan data di lapangan, hingga tahap analisis data, dan penyusunan laporan akhir. 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif. 
Menurut Sugiyono [14], metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti 
kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih 
menekankan pada makna daripada generalisasi. Sejalan dengan itu, Sakir [15] menjelaskan bahwa 
penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menganalisis 
suatu fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 
  Penggunaan data kuantitatif sebagai pendukung data kualitatif digunakan sebagai  interpretasi 
data analisis SWOT yang bentuk datanya tidak digunakan untuk pengujian hipotesis, uji hubungan, 
ataupun uji pengaruh, melainkan hanya sebagai pendukung temuan data kualitatif. Pendapat ini 
didukung oleh teori dari Creswell & Creswell [16], yang menjelaskan bahwa penelitian embedded 
(bested) mixed methods dapat memiliki satu pendekatan yang dominan (dominant approach), sedangkan 
pendekatan lainnya hanya berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan informasi tambahan untuk 
memperkaya pemahaman terhadap fenomena. Selain itu, Kajamaa et al. [17], juga menjelaskan bahwa 
data kuantitatif dapat digunakan hanya untuk memberikan wawasan tambahan terhadap penelitian yang 
dominan kualitatif, selama tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antar variabel. 
  Jenis metode dalam penelitian ini tergolong sebagai studi kasus. Sakir [15] mendefinisikan studi 
kasus sebagai pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis secara menyeluruh dan mendalam, 
namun dalam keterkaitannya terbatas terhadap sejumlah peristiwa atau kondisi tertentu. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan secara geografis, yakni di KPP Pratama 
Cibinong dengan fenomena kepatuhan WPOP yang diteliti berdasarkan aspek kewajiban perpajakan dan 
faktor-faktor yang memengaruhinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa studi kasus merupakan penelitian 
empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika 
batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas dengan menggunakan berbagai sumber bukti, 
seperti wawancara, observasi, arsip, bahkan data kuantitatif apabila relevan yang dikonvergensikan 
melalui proses triangulasi [18]. 
 
2.2  Sumber Data dan Informan Penelitian 
  Dalam penelitian, data merupakan setiap informasi yang dikumpulkan dan digunakan sebagai 
bahan analisis guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder. 
  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses 
pengumpulan data di lapangan [14]. Data primer ini menjadi sumber utama penelitian karena 
mengandung perspektif, pengalaman, dan penilaian langsung dari pihak yang terlibat dalam praktik 
perpajakan di KPP Pratama Cibinong. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, 
kuesioner, dan observasi lapangan yang dilakukan terhadap informan berikut: 
  Sampel atau informan dalam penelitian ini terdiri dari 15 orang, terbagi menjadi 3 orang yang 
berasal dari petugas pajak KPP Pratama Cibinong dan 12 orang lainnya merupakan WPOP terdaftar di 
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KPP Pratama Cibinong. Pemilihan informan ini dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan 
pada kriteria yang telah ditetapkan. 
  Perbedaan jumlah informan penelitian pada dua jenis informan dikarenakan adanya perbedaan 
teknik pengumpulan data yang dilakukan. Perolehan data dari petugas pajak dilakukan melalui 
wawancara, sedangkan dengan wajib pajak orang pribadi melalui penyebaran kuesioner. Pemilihan 
informan dalam penelitian ini tidak menekankan pada jumlah informan  karena hasil data yang 
diperoleh dipergunakan sebagai dasar analisis penentuan strategis SWOT berbasis studi kasus dan tidak 
bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik sebagaimana penelitian kuantitatif. Penentuan 
informan secara purposive berdasarkan pemenuhan kriteria penelitian dan kemampuan dalam 
memberikan informasi relevan membuat jumlah informan pada penelitian ini, khususnya WPOP sebagai 
responden kuesioner bersifat fleksibel serta disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Hal ini 
sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono [14], menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak 
berorientasi pada jumlah sampel yang besar, tetapi pada kedalaman informasi sehingga pemilihan 
responden dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai kebutuhan penelitian. 
 
2.3  Teknik Pengumpulan Data 
  Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang secara umum digunakan 
dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik ini 
digunakan secara sinergis untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat diandalkan. 
  Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap kondisi, 
situasi, dan perilaku yang terjadi di lokasi penelitian tanpa melakukan intervensi [14]. Observasi 
dilakukan secara non-partisipan, yaitu peneliti mengamati situasi dan kondisi di lokasi penelitian tanpa 
terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati [15]. 
  Wawancara menurut Susan Stainback dalam Sugiyono [14], mengemukakan bahwa peneliti 
menggunakan teknik ini untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui 
observasi. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi penelitian 
yang dibutuhkan secara langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Wawancara 
dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan secara tertulis 
dan mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat tanpa 
mengubah urutan atau bentuk pertanyaan [14]. Penerapan wawancara terstruktur ini menjadikan 
informasi yang didapatkan sesuai dan sama dari tiap informan sehingga memudahkan dalam melakukan 
perbandingan. Peneliti menilai pelaksanaan wawancara merupakan metode yang tepat untuk dilakukan, 
karena dapat mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan strategi yang dilakukan KPP Pratama 
Cibinong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab [14]. Penggunaan data 
kuesioner dalam penelitian ini bukan untuk generalisir atau menghipotesiskan sesuatu, namun hanya 
digunakan untuk interpretasi analisis SWOT. Hasil yang diperoleh dari kuesioner akan menjadi data 
pendukung yang bersifat deskriptif untuk memperkuat hasil wawancara beserta data lainnya melalui 
triangulasi, bukan untuk melakukan analisis statistik inferensial atau menguji hubungan antar variabel. 
Hal ini didukung oleh Yin [18], yang menyatakan bahwa penerapan studi kasus tidak terbatas pada 
penggunaan data kualitatif karena ciri dari studi kasus adalah menggunakan berbagai sumber bukti 
(multiple source of evidence) untuk memahami kasus secara utuh. Penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Haerawan dan Magang [19], juga menjelaskan bagaimana penggunaan data kuesioner dapat 
diterapkan dalam penelitian metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 
kualitatif. 
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Pengukuran penelitian atas data perolehan kuesioner dilakukan menggunakan skala Guttman. Menurut 
Sugiyono [14] skala Guttman digunakan dengan tujuan mendapatkan jawaban yang jelas (tegas) dari 
responden karena hanya memiliki dua interval, yakni “ya dan tidak”, “setuju dan tidak setuju”, “benar 
dan salah”, ataupun “pernah dan tidak pernah”. Data yang diperoleh dapat berupa data interval (dua 
alternatif). Dalam kuesioner penelitian ini, peneliti menggunakan alternatif jawaban Ya dan Tidak 
dengan skor tertinggi bernilai 1, dan skor terendah bernilai 0. Hasil kuesioner selanjutnya digunakan 
sebagai dasar untuk menganalisis persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai faktor-faktor yang 
memengaruhi kepatuhan perpajakan, serta sebagai bahan dalam penyusunan strategi peningkatan 
kepatuhan berdasarkan analisis SWOT. 
  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen 
tertulis yang relevan dengan objek penelitian [14]. Teknik ini digunakan untuk mendukung dan 
melengkapi data yang diperoleh dari observasi, kuesioner, dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini meliputi Laporan Tahunan DJP dan Laporan Kinerja KPP Pratama Cibinong yang 
peneliti dapatkan melalui situs web resmi instansi, serta data statistik kepatuhan WPOP dan dokumen 
internal pendukung lainnya yang didapatkan langsung dari KPP Pratama Cibinong. 
 
2.4  Teknik Keabsahan dan Analisis Data 
  Keabsahan data merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data untuk menguji kredibilitas informasi yang diberikan. Sugiyono [14] menjelaskan bahwa 
terdapat dua jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. 
  Selain itu, Sugiyono [14] juga menjelaskan triangulasi teknik merupakan pengecekan keabsahan 
data dengan mengonfirmasi informasi yang sama melalui tiga teknik pengumpulan data yang berbeda. 
Pada penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan berdasarkan kombinasi metode pengumpulan data yang 
berasal dari hasil observasi, wawancara, kuesioner, dan telaah dokumen. Jika terdapat inkonsistensi 
antara apa yang disampaikan informan dengan yang tercatat dalam dokumen, peneliti mendiskusikan 
lebih lanjut temuan tersebut dengan informan yang bersangkutan. 
  Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengolah, mengorganisasikan, dan 
menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, kuesioner, dan 
dokumentasi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bermakna dan menjawab tujuan penelitian. 
Sejalan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus yang digunakan dalam penelitian 
ini, teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif (interactive model) dari Miles dan 
Huberman sebagaimana dikutip dalam Sugiyono [14], yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi 
data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion 
drawing/verification). Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan 
sejak sebelum, selama, hingga setelah proses pengumpulan data di lapangan, sehingga membentuk suatu 
siklus analisis yang berulang hingga data dianggap jenuh dan kesimpulan penelitian dapat dirumuskan 
secara utuh. Data kuesioner yang diperoleh dari WPOP turut disertakan dalam proses ini sebagai data 
pendukung yang bersifat deskriptif, digunakan untuk memperkuat dan menginterpretasikan temuan 
kualitatif dalam kerangka analisis SWOT, bukan untuk dianalisis secara statistik tersendiri. 
  Selanjutnya, seluruh hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pengaruh dalam peningkatan 
kepatuhan perpajakan oleh WPOP di KPP Pratama Cibinong. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke 
dalam empat komponen SWOT, yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities 
(peluang), dan Threats (ancaman). Hasil identifikasi faktor SWOT selanjutnya digunakan untuk 
menyusun matriks SWOT matriks tersebut menghasilkan alternatif strategi SO (Strengths–
Opportunities), WO (Weaknesses–Opportunities), ST (Strengths–Threats), dan WT (Weaknesses–
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Threats) sebagai rekomendasi strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Cibinong. 
  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Asih dan Muslim [21], evaluasi untuk menentukan 
strategi terpilih dari keempat hasil matriks SWOT dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 
perhitungan skala Guttman. Teknik analisis ini diterapkan karena mengingat penelitian ini deskriptif 
kualitatif, maka analisis data dilakukan dengan persentase. Perhitungan skala Guttman merupakan 
bentuk pilihan ganda terdiri dari jawaban “ya dan tidak” dengan skor jawaban 1 sebagai skor tertinggi 
dan 0 sebagai skor terendah. Terdapat dua bentuk pertanyaan dalam skala Guttman yang bersifat positif 
dan negatif, apabila pertanyaan positif dengan jawaban “ya” dan pertanyaan negatif dengan jawaban 
“tidak” maka akan bernilai poin 1, begitu pula jika pertanyaan positif jawaban “tidak” dan pertanyaan 
negatif jawaban “ya” maka akan bernilai poin 0. 
  Nilai persentase yang diperoleh pada masing-masing komponen digunakan sebagai dasar dalam 
menentukan posisi kuadran SWOT, dengan cara menghitung selisih perolehan nilai berdasarkan faktor 
internal dan eksternal. Untuk faktor internal selisihkan nilai akhir kekuatan dengan nilai akhir 
kelemahan adalah penentuan nilai X pada matriks SWOT, sedangkan untuk faktor eksternal dengan 
mengurangkan nilai total peluang dan total ancaman adalah penentuan nilai Y pada matriks SWOT, 
kemudian hasil selisih yang bernilai positif atau negatif disesuaikan dengan posisi kuadran pada matriks 
SWOT. Setelah itu, dapat diketahui prioritas strategi yang paling tepat diterapkan oleh KPP Pratama 
Cibinong dalam meningkatkan kepatuhan WPOP. 
 
3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
  Bagian ini memaparkan temuan data yang diperoleh dari sumber data penelitian, yaitu hasil 
wawancara dengan petugas pajak KPP Pratama Cibinong, hasil kuesioner yang disebarkan kepada 
Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Cibinong, hasil observasi dan dokumentasi. 
Seluruh data tersebut dipaparkan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi kepatuhan WPOP 
beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, sebelum selanjutnya dianalisis lebih lanjut pada sub-bab 
pembahasan. 
  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas pajak KPP Pratama Cibinong,  
peneliti memperoleh gambaran kondisi kepatuhan WPOP dari sudut pandang instansi. Kondisi 
kepatuhan WPOP merupakan salah satu aspek utama yang menjadi perhatian KPP Pratama Cibinong 
dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan dengan informan, diperoleh informasi bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP 
Pratama Cibinong belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Menurut petugas dari seksi pengawasan, 
setiap tahunnya masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat melaporkan SPT Tahunan, 
meskipun batas waktu pelaporan telah ditetapkan setiap tanggal 31 Maret. Kondisi keterlambatan 
tersebut menjadikan kepatuhan WPOP masih menjadi salah satu fokus pembinaan yang secara 
berkelanjutan dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong, baik melalui pemberian edukasi perpajakan 
maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dengan harapan tingkat keterlambatan 
tersebut dapat berkurang dan permasalahan yang muncul dapat teratasi. 
  Selain itu, sebagian WPOP yang datang ke KPP masih terkendala pemahaman mengenai 
ketentuan dan prosedur perpajakan. Salah satu contoh yang disampaikan oleh petugas seksi pelayanan 
terkait kendala WPOP yaitu pelaporan pajak di Coretax. Menurut petugas seksi pelayanan, sebagian 
besar WPOP yang datang langsung ke kantor belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem 
Coretax, yang sebenarnya memungkinkan pelaporan SPT dilakukan secara mandiri dari rumah. 
Ketidakpahaman tersebut menyebabkan banyak WPOP tetap memilih datang langsung ke KPP untuk 
menyelesaikan kewajiban pelaporannya, alih-alih memanfaatkan layanan elektronik yang tersedia. 
Kendala tersebut dinilai turut berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan, sehingga petugas KPP 
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Pratama Cibinong memberikan pendampingan langsung kepada WPOP agar tetap dapat menyelesaikan 
kewajiban perpajakannya. 
  Hasil wawancara tersebut kemudian didukung dan diperkuat oleh data kuesioner yang disebarkan 
kepada 12 responden WPOP terdaftar di KPP Pratama Cibinong terkait kondisi kepatuhan perpajakan, 
dengan uraian hasil sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Hasil Kuesioner Kondisi Kepatuhan WPOP 

No. Pertanyaan Ya Persentase Tida
k Persentase 

1. Saya memahami prosedur pendaftaran sebagai Wajib 
Pajak 10 83,33% 2 16,67% 

2. Proses pendaftaran NPWP menurut saya mudah 
dilakukan 11 91,67% 1 8,33% 

3. Saya memahami cara menghitung dan menentukan tarif 
pajak sesuai ketentuan yang berlaku 9 75% 3 25% 

4. Saya pernah mengalami kesulitan dalam menghitung 
pajak 7 58,33% 5 41,67% 

5. Saya memahami tata cara pembayaran atau penyetoran 
pajak 9 75% 3 25% 

6. Saya selalu menyetorkan pajak tepat waktu 8 66,67% 4 33,33% 
7. Saya memahami prosedur pelaporan SPT Tahunan 9 75% 3 25% 
8. Saya dapat melaporkan SPT secara mandiri 9 75% 3 25% 
9. Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu 8 66,67% 4 33,33% 

10. Saya pernah menerima surat tagihan pajak (STP) dari 
DJP 6 50% 6 50% 

Sumber: diolah oleh peneliti (2026) 
 
Kondisi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah kerja KPP Pratama Cibinong 

dianalisis berdasarkan empat tahapan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yaitu 
pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Analisis dilakukan dengan 
mengintegrasikan hasil wawancara terhadap fiskus dengan hasil penyebaran kuesioner kepada 12 Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden penelitian. Pendekatan tersebut digunakan untuk 
memperoleh gambaran mengenai kondisi kepatuhan WPOP tidak hanya dari sudut pandang otoritas 
pajak, tetapi juga berdasarkan pengalaman langsung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 

Kemudian, pada aspek perhitungan pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
responden telah memahami mekanisme perhitungan pajak beserta tarif pajak yang berlaku. Sebanyak 
sembilan dari dua belas responden menyatakan memahami cara menghitung besarnya pajak terutang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa responden yang mengaku 
mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak secara mandiri. Temuan ini menunjukkan 
bahwa kemampuan WPOP dalam memahami ketentuan teknis perpajakan sudah cukup baik. Temuan 
ini sejalan dengan penelitian Airlangga dan Jati [10] yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan 
menjadi faktor dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman yang baik 
membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya secara benar. Kesulitan tersebut dapat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, seperti kompleksitas ketentuan perpajakan, perbedaan karakteristik penghasilan 
masing-masing WPOP, maupun keterbatasan pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan yang 
berlaku. Dengan demikian, aspek perhitungan pajak masih memerlukan penguatan melalui kegiatan 
edukasi dan konsultasi perpajakan agar seluruh WPOP memiliki kemampuan yang memadai dalam 
menghitung kewajiban perpajakannya secara benar. 
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Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa kondisi kepatuhan WPOP di KPP 
Pratama Cibinong berada pada kategori relatif baik, ditinjau dari aspek pendaftaran, perhitungan, 
penyetoran, dan pelaporan pajak. Mayoritas WPOP telah memahami prosedur administrasi perpajakan 
serta mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Akan tetapi, tingkat kepatuhan 
tersebut masih perlu dioptimalkan karena masih ditemukan sebagian responden WPOP yang 
mendapatkan pemberitahuan dan penerbitan STP akibat keterlambatan pembayaran maupun pelaporan, 
serta masih adanya WPOP yang belum menyelesaikan seluruh kewajiban yang tercantum dalam STP. 
Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak masih memerlukan upaya pembinaan yang 
berkelanjutan melalui edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan penggunaan 
layanan digital, serta penguatan kesadaran sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 

3.2  Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT 
Kuesioner disebarkan kepada 12 responden WPOP di wilayah kerja KPP Pratama Cibinong. 

Salah satu bagian pertanyaan kuesioner yang diberikan terkait dengan faktor yang memengaruhi 
kepatuhan perpajakan WPOP yang dijawab berdasarkan penilaian pribadi WPOP. Pilihan jawaban yang 
diberikan menggunakan skala Guttman, yaitu pilihan jawaban terdiri dari “Ya” dan “Tidak” yang 
ditujukan untuk mendapatkan hasil jawaban yang jelas. Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner 
dikelompokkan berdasarkan faktor internal dan eksternal, yang kemudian menjadi dasar penentuan 
indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sesuai dengan kerangka analisis SWOT yang 
dikemukakan oleh Rangkuti [20]. Berikut hasil kuesioner mengenai faktor-faktor yang memberikan 
pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan WPOP: 

Seluruh responden (12 responden atau 100%) menyatakan bahwa petugas pajak memberikan 
pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 12 
responden WPOP atau sebesar 100% mengatakan bahwa mereka tidak perlu menunggu lama untuk 
dilayani meskipun antrean ramai. Seluruh responden atau sebanyak 12 responden juga memberikan 
jawaban ya pada pertanyaan jumlah petugas yang tersedia cukup untuk melayani WPOP yang hadir. 

Pada kategori ini, hasil kuesioner menunjukkan sebanyak lima responden atau sebesar 41,67% 
WPOP pernah mengikuti penyuluhan atau edukasi yang diberikan oleh KPP Pratama Cibinong, 
sedangkan 58,33% atau sebanyak tujuh responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti 
penyuluhan ataupun edukasi dari KPP Pratama Cibinong. 

Selanjutnya, dari responden yang pernah mendapatkan edukasi perpajakan, terdapat delapan 
responden atau 66,67% yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman 
mengenai perpajakan, sedangkan sebanyak empat responden lainnya atau 33,33% menyatakan belum 
pernah mengikuti edukasi dan memilih jawaban tidak atas pertanyaan tersebut. 

Hasil kuesioner pada pertanyaan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam mengetahui hak dan 
kewajibannya menunjukkan bahwa semua 12 responden atau dapat dikatakan 100% menyatakan 
mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Selain itu, seluruh 12 responden atau 100% 
menyatakan bahwa mereka menyadari membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. 
Sebanyak tujuh responden atau sebesar 58,33% responden mengatakan bahwa mereka merasakan 
manfaat dari pembayaran pajak yang disediakan pemerintah, sedangkan lima responden atau 41,67% 
mengatakan sebaliknya. 

Terdapat sembilan responden atau 75% yang menyatakan memahami kebijakan perpajakan yang 
ada, khususnya yang berkaitan dengan pajak Orang Pribadi, sedangkan 25% atau tiga responden sisanya 
mengaku tidak memahami kebijakan perpajakan yang ada.  Di sisi lain, sebesar sembilan responden 
atau 75% menyatakan ya untuk pertanyaan jarang mengikuti penyuluhan perpajakan karena 
informasinya sulit ditemukan dan tiga responden lain menyatakan tidak. 
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Sebanyak tujuh responden atau 58,33% menyatakan kesibukan pekerjaan memengaruhi 
kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan 41,67% atau lima responden 
sisanya mengatakan tidak terpengaruh oleh kesibukan pekerjaan. Selain itu, sebanyak sembilan 
responden atau 75% menyatakan kondisi ekonomi memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan, dan untuk sisanya sebanyak tiga responden atau 25% mengatakan kondisi 
ekonomi tidak memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa sebesar 10 responden atau 83,33% menyatakan 
layanan digital perpajakan (Coretax) mudah digunakan, sedangkan dua responden lainnya sebesar 
16,67% tidak setuju akan hal tersebut. Untuk kesulitan yang dialami dalam memahami menu atau fitur 
pada Coretax, sebanyak delapan responden atau 66,7% menyatakan mengalami kesulitan dan 33,33% 
atau empat responden lainnya menjawab tidak. Selain itu, sebanyak 10 dari 12 responden atau 83,33% 
menyatakan sering mengalami error atau kendala gangguan saat menggunakan Coretax, sedangkan dua 
responden atau 16,67% menyatakan tidak merasakan adanya error ketika menggunakan Coretax. 

Setelah seluruh faktor berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengelompokkan faktor-
faktor tersebut ke dalam komponen SWOT yang terbagi menjadi strenghts, weaknesses, opportunities, 
dan threats seperti berikut: 

Tabel 2. Analisis SWOT Faktor Pengaruh Kepatuhan WPOP 
Strenghts Weaknesses 

Kualitas pelayanan yang baik dan waktu tunggu 
relatif singkat 

Tersedia sarana informasi memadai 
ketersediaan jumlah SDM petugas pajak yang 

cukup 
Lokasi KPP mudah dijangkau 

Cakupan penyuluhan/edukasi pajak masih rendah 
Kegiatan edukasi yang belum efektif meningkatkan 
pemahaman WPOP 

Opportunities Threats 

Kesadaran WPOP atas hak & kewajiban perpajakan 
Pemahaman WPOP terhadap kebijakan PPh OP 

cukup baik 
Perkembangan digitalisasi layanan perpajakan  

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah 
Informasi penyuluhan pajak sulit diakses/ditemukan  
Kesulitan memahami menu/fitur Coretax 
Kesibukan pekerjaan dan kondisi ekonomi 
membatasi kemampuan memenuhi kewajiban pajak 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026) 
 
Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal pada Tabel 2 menunjukkan pola yang tidak 

sepenuhnya linear terhadap tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Cibinong. Merujuk pada 
kerangka analisis SWOT Rangkuti [20], keempat komponen tersebut saling berkaitan dan 
mencerminkan kondisi riil interaksi antara institusi pemberi layanan (KPP) dan subjek yang dilayani 
(WPOP). 

Namun demikian, kekuatan tersebut kontras dengan kelemahan pada aspek penyuluhan dan 
edukasi, di mana lebih dari separuh responden (58,33%) menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan 
penyuluhan perpajakan. Kekuatan pelayanan yang dimiliki KPP pada dasarnya bersifat reaktif, yakni 
hanya dirasakan oleh WPOP yang secara aktif datang mengurus kewajiban perpajakannya, sedangkan 
kelemahan edukasi mencerminkan lemahnya upaya proaktif KPP dalam menjangkau WPOP yang 
belum tersentuh layanan. Dengan kata lain, kualitas pelayanan yang tinggi belum tentu berkontribusi 
signifikan terhadap peningkatan kepatuhan apabila jangkauannya terbatas pada WPOP yang sudah 
datang, sementara populasi WPOP yang pasif atau belum aktif justru menjadi kelompok yang paling 
berisiko tidak patuh. Kondisi ini berbeda dengan temuan Handoko [22] maupun Lestari et al. [23] yang 
menunjukkan bahwa pengetahuan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga rendahnya jangkauan penyuluhan di KPP Pratama Cibinong 
berpotensi menghambat pencapaian manfaat tersebut secara optimal. Temuan ini memperkuat 
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pentingnya membedakan antara kualitas layanan dan jangkauan layanan sebagai dua faktor yang tidak 
selalu saling menguntungkan. 

Pada sisi peluang, tingginya kesadaran WPOP atas hak dan kewajiban (100%) serta pemahaman 
terhadap kebijakan PPh Orang Pribadi (75%) menunjukkan bahwa fondasi WPOP terhadap kepatuhan 
pajak sesungguhnya sudah cukup kuat. Bila dikaitkan dengan pendekatan perilaku kepatuhan pajak, 
kesadaran dan pemahaman ini merupakan prasyarat penting sebelum niat berperilaku patuh dapat 
terbentuk, karena WPOP yang memahami kewajibannya akan lebih mudah diarahkan untuk membentuk 
sikap positif terhadap kepatuhan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Syawali dan Machdar [11] 
yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan, di mana semakin tinggi kesadaran maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini 
dapat dilihat sebagai peluang bagi KPP Pratama Cibinong, karena tidak memerlukan upaya dari awal, 
melainkan hanya perlu memperkuat kesadaran yang sudah terbentuk menjadi tindakan kepatuhan yang 
konsisten. 

Peluang lain berupa persepsi kemudahan penggunaan Coretax (83,33%). Ditemukan bahwa 
66,67% responden mengalami kesulitan memahami menu atau fitur Coretax, dan 83,33% sering 
mengalami kendala teknis (error) saat menggunakannya. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya 
kesenjangan antara persepsi kemudahan secara umum dan pengalaman fungsional/operasional saat 
benar-benar menggunakan sistem. WPOP dapat menilai suatu sistem digital mudah secara konseptual, 
namun tetap mengalami hambatan teknis saat menjalankan fungsi-fungsi spesifik di dalamnya. Temuan 
ini sejalan dengan penelitian Barri dan Hidayat [24] yang menyatakan bahwa efektivitas digitalisasi 
perpajakan masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan kesiapan teknologi wajib pajak, sehingga 
persepsi kemudahan suatu sistem tidak menjamin kelancaran penggunaannya secara teknis. Kondisi ini 
juga relevan dengan temuan Maulida dan Chairina [25] bahwa pemanfaatan sistem digitalisasi 
perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan apabila tidak diimbangi kesiapan 
pengguna dalam mengoperasikannya. Kesenjangan antara persepsi dan pengalaman ini menunjukkan 
peluang digitalisasi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila aspek keandalan 
sistem  dan kemudahan navigasi fitur belum turut membaik. 

Hasil analisis ini diperoleh berdasarkan data yang bersumber dari 12 responden, sehingga setiap 
satu responden merepresentasikan sekitar 8,3% dari total persentase. Besaran ini membuat hasil 
persentase cukup sensitif terhadap perubahan jawaban individu, sehingga temuan faktor SWOT pada 
penelitian ini lebih tepat dimaknai sebagai gambaran indikatif kondisi kepatuhan WPOP di wilayah 
kerja KPP Pratama Cibinong, bukan generalisasi yang berlaku mutlak bagi seluruh populasi WPOP 
terdaftar. 

3.3  Strategi Peningkatan Kepatuhan Berdasarkan Matriks SWOT 
Faktor-faktor yang telah dianalisis menggunakan SWOT, selanjutnya dirancang berdasarkan 

kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan WPOP di KPP 
Pratama Cibinong. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tiap komponen dalam analisis SWOT. 
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Tabel 3. Strategi Matriks SWOT 

 Opportunites (O) Threats (T) 

Strengths (S) 

Strategi SO 
Manfaatkan kualitas pelayanan untuk 
memperkuat sosialisasi hak-kewajiban 
langsung saat kunjungan WPOP. 
Optimalkan sarana media informasi untuk 
pendampingan Coretax untuk mendorong 
perkembangan digitalisasi layanan 
perpajakan. 
Memanfaatkan kecukupan SDM petugas 
untuk mendampingi peningkatan 
pemahaman WPOP terhadap kebijakan 
PPh OP. 

Strategi ST 
Memanfaatkan kualitas pelayanan untuk 
membangun kembali kepercayaan WPOP 

terhadap pemerintah. 
Manfaatkan lokasi KPP yang strategis dan 

fasilitas memadai untuk 
menyelenggarakan penyuluhan berkala di 

tempat. 
Memanfaatkan kecukupan SDM petugas 

untuk memberi kemudahan pelayanan 
bagi WPOP yang terkendala kesibukan. 

Weakness (W) 

Strategi WO 
Memanfaatkan perkembangan digitalisasi 
layanan perpajakan untuk memperluas 
cakupan penyuluhan/edukasi. 
Memanfaatkan pemahaman WPOP 
terhadap kebijakan PPh OP untuk 
memperluas sosialisasi lanjutan. 
Gunakan kesadaran dasar kewajiban WP 
yang tinggi untuk memperluas partisipasi 
penyuluhan dan edukasi yang lebih 
efektif. 

Strategi WT 
Redesain strategi penyuluhan agar lebih 
mudah diakses mengingat keterbatasan 
waktu WPOP dan sulitnya menemukan 

info. 
Meningkatkan intensitas penyuluhan yang 
memuat transparansi pengelolaan pajak. 

Sederhanakan materi edukasi terkait 
Coretax dalam format singkat/mikro-

learning, mempertimbangkan kesibukan 
kerja WPOP. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026) 
Berdasarkan hasil matriks SWOT dari analisis hubungan tiap faktor internal dan eksternal, 

selanjutnya menentukan atau memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi kepatuhan WPOP di 
KPP Pratama Cibinong. Untuk menghasilkan posisi kuadran matriks, perlu dilakukan perhitungan skala 
Guttman dengan menjumlahkan skor yang ditentukan di tiap komponen SWOT. 

Jumlah skor yang diperoleh dari masing-masing komponen SWOT kemudian dihitung persentase 
perolehan skor dengan membandingkan hasil skor tiap komponen terhadap total skor maksimal yang 
dapat diperoleh sesuai dengan rumus pengukuran skala Guttman. Penilaian skor untuk jawaban ya 
adalah 1 dan tidak adalah 0. Untuk perolehan skor pada komponen kekuatan berjumlah 57 dari total 
skor maksimal sebesar 60, selisih 3 poin terdapat pada pilihan jawaban tidak. Pada faktor kelemahan, 
skor diperoleh sebanyak 15 dari total skor ideal adalah 24, selisih skor sebanyak 9 poin karena berada 
pada jawaban tidak dan bernilai nol. Untuk faktor eksternal pada komponen peluang, dari total skor 
ideal sebesar 48 perolehan skor adalah 43 jawaban ya dan 5 jawaban tidak. Pada komponen ancaman, 
skor diperoleh sebanyak 50 dari total perolehan skor ideal adalah 72 dengan selisih sebanyak 22 yang 
ada pada jawaban tidak. Berdasarkan rumus tersebut, hasil persentase yang diperoleh dari setiap 
komponen SWOT adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Persentase Perolehan Skor Kuadran SWOT 
Strengths Weaknesses 

P = 57/60 x 100% 
P = 95% (sangat tinggi) 

P = 15/24 x 100% 
P = 62,5% (tinggi) 

Opportunitites Threats 

P = 43/48 x 100% 
P = 89,58% (sangat tinggi) 

P = 50/72 x 100% 
P = 69,44% (tinggi) 
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Untuk menentukan posisi kuadran strategi adalah dengan menghitung selisih persentase antara 
faktor strengths dan weaknesses (sebagai sumbu X atau internal) serta antara faktor opportunities dan 
threats (sebagai sumbu Y atau eksternal), yang kemudian diplotkan ke dalam diagram kartesius analisis 
SWOT. Penentuan posisi kuadran melalui titik koordinat ini mengacu pada teknik analisis SWOT yang 
dikemukakan oleh Rangkuti [20], di mana posisi kuadran I menunjukkan strategi SO (agresif), kuadran 
II menunjukkan strategi ST (diversifikasi), kuadran III menunjukkan strategi WO (turn-around), dan 
kuadran IV menunjukkan strategi WT (defensif). Berikut adalah perhitungan titik koordinat dengan 
mengonversi persentase ke desimal seperti berikut. 

X = 0,95 – 0,63 = 0,33 
Y = 0,90 – 0,69 = 0,21 
Berdasarkan hasil pengurangan antara faktor kekuatan dan kelemahan, diperoleh nilai X sebesar 

+0,33, sedangkan hasil pengurangan antara faktor peluang dan ancaman diperoleh nilai Y sebesar +0,21. 
Titik koordinat (0,33 ; 0,21). 

Titik koordinat (0,33 ; 0,21) menunjukkan posisi KPP Pratama Cibinong berada pada Kuadran I, 
yang berarti strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi SO (Strengths-Opportunities) atau 
strategi agresif, menandakan bahwa KPP Pratama Cibinong memiliki peluang untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajaknya melalui pemanfaatan kekuatan internal yang berasal dari kualitas pelayanan, 
ketersediaan sarana informasi, serta SDM yang memadai untuk mengoptimalkan peluang meningkatnya 
kepatuhan WPOP melalui tingginya kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh WPOP, serta 
perkembangan teknologi. 

Hasil perhitungan selisih skor menunjukkan posisi kuadran I (positif-positif), dengan selisih 
faktor internal (kekuatan dikurangi kelemahan) sebesar 32,5% dan selisih faktor eksternal (peluang 
dikurangi ancaman) sebesar 20,14%. Merujuk teori kuadran SWOT Rangkuti [20], posisi ini 
mengarahkan pada strategi agresif, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan internal secara maksimal 
untuk menangkap peluang eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa dorongan ke arah kuadran agresif 
lebih banyak ditopang oleh keunggulan yang berada dalam kendali langsung KPP, seperti kualitas 
pelayanan, SDM, sarana informasi, dibandingkan oleh faktor-faktor di luar kendali KPP seperti kondisi 
WPOP maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, keberhasilan strategi agresif ini secara teoretis 
lebih bergantung pada konsistensi KPP dalam mempertahankan kekuatan institusionalnya, 
dibandingkan berharap pada perbaikan kondisi eksternal yang cenderung lebih sulit dikendalikan secara 
langsung. Temuan posisi kuadran ini sebanding dengan penelitian Laksono et al. [12] pada KPP Pratama 
Surabaya Sawahan, yang juga merumuskan strategi peningkatan kepatuhan melalui pendekatan analisis 
SWOT dengan memadukan kekuatan pelayanan dan sumber daya yang dimiliki kantor pajak untuk 
menangkap peluang perbaikan kepatuhan wajib pajak. 

Ketiga strategi SO yang dirumuskan (pemanfaatan kualitas pelayanan untuk penguatan kesadaran 
hak-kewajiban, optimalisasi sarana informasi untuk mendukung digitalisasi, dan pendampingan 
berbasis kecukupan SDM) pada dasarnya mengarah pada satu prinsip yang sama, yaitu mengonversi 
interaksi layanan yang sudah berjalan baik menjadi sarana edukasi dan penguatan kepatuhan. Strategi 
semacam ini memanfaatkan kepercayaan tinggi yang sudah ada dari WPOP sebagai sarana penyampaian 
informasi, sehingga pesan kepatuhan lebih mudah diterima dibanding melalui kanal penyuluhan formal 
yang selama ini kurang menjangkau WPOP. Hal ini sejalan dengan penelitian Ani [26] yang 
menekankan pentingnya edukasi kewajiban perpajakan melalui sosialisasi peraturan dan penyediaan 
materi edukasi digital sebagai upaya meningkatkan pemahaman wajib pajak. 

Meskipun posisi kuadran I mengarahkan pada strategi SO, temuan pada Tabel 4 menunjukkan 
bahwa skor kelemahan (62,5%) dan ancaman (69,44%) sesungguhnya masih berada pada kategori 
tinggi, bukan rendah. Artinya, terpilihnya kuadran I semata-mata didasarkan pada nilai selisih yang 
positif, bukan karena kelemahan dan ancaman bernilai kecil. Oleh karena itu, penerapan strategi agresif 
pada konteks penelitian ini sebaiknya tidak diartikan sebagai strategi tunggal, melainkan sebagai strategi 
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utama atau prioritas yang tetap perlu didukung oleh elemen-elemen strategi WO dan ST yang relevan, 
khususnya yang berkaitan dengan perluasan cakupan edukasi melalui kanal digital dan penguatan 
transparansi pengelolaan pajak. Pendekatan ini konsisten dengan sifat matriks SWOT itu sendiri, yang 
idealnya digunakan sebagai peta hubungan antar faktor secara menyeluruh, bukan sekadar alat penentu 
satu strategi tunggal yang mengabaikan kuadran lainnya. 

Beberapa keterbatasan turut perlu dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam memaknai 
hasil strategi ini. Pertama, jumlah responden yang terbatas yaitu sebanyak 12 orang berpotensi 
memunculkan bias persepsi, mengingat pengisian kuesioner dilakukan di lingkungan KPP dapat 
mendorong kecenderungan jawaban yang lebih positif terhadap pelayanan. Kedua, penggunaan skala 
Guttman yang bersifat dikotomis (Ya/Tidak) memang memberikan kejelasan jawaban, namun tidak 
mampu menangkap derajat atau intensitas persepsi WPOP, sehingga dua responden yang sama-sama 
menjawab "Ya" pada suatu pertanyaan bisa saja memiliki tingkat kepuasan atau pemahaman yang 
sebenarnya berbeda. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, strategi hasil analisis SWOT ini 
lebih tepat difungsikan sebagai arah kebijakan awal bagi KPP Pratama Cibinong, yang perlu terus 
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi kepatuhan WPOP di lapangan. 

4.  KESIMPULAN 
Kondisi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong secara umum 

menunjukkan kondisi yang relatif baik pada aspek pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 
pajak. Sebagian besar Wajib Pajak telah memahami prosedur perpajakan dan mampu memenuhi 
kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, masih ditemukan Wajib Pajak yang mengalami 
keterlambatan dalam pelaporan SPT maupun pembayaran pajak, sehingga kepatuhan WPOP masih 
memerlukan upaya pembinaan dan peningkatan secara berkelanjutan. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP terdiri atas faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal yang menjadi kekuatan meliputi kualitas pelayanan petugas, ketersediaan 
media informasi, jumlah petugas yang memadai, serta kemudahan akses terhadap layanan KPP. 
Sementara itu, kelemahan yang masih ditemukan adalah belum optimalnya cakupan dan efektivitas 
kegiatan penyuluhan perpajakan. Dari sisi eksternal, peluang yang dimiliki berupa tingginya kesadaran 
dan pemahaman WPOP terhadap kewajiban perpajakan serta kemudahan penggunaan layanan digital. 
Adapun ancaman yang masih dihadapi meliputi persepsi WPOP terhadap manfaat pajak, keterbatasan 
akses informasi, kesibukan pekerjaan, kondisi ekonomi, serta kendala teknis pada sistem Coretax. 

Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT, diperoleh alternatif strategi SO, ST, WO, dan WT 
yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 
Cibinong. Strategi yang dirumuskan berfokus pada optimalisasi kualitas pelayanan, penguatan edukasi 
dan penyuluhan perpajakan, pemanfaatan media digital, peningkatan pendampingan penggunaan 
Coretax, serta penyusunan metode sosialisasi yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik WPOP. 
Hasil analisis kuadran SWOT menjadi dasar dalam penentuan strategi prioritas yang berada pada 
kuadran I dengan kombinasi matriks strengths-opportunities (strategi S-O). 
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